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Abstrak

Penelitian ini menelaah dampak sosial pernikahan sesuku
dalam masyarakat adat Minangkabau dengan menyoroti
persoalan identitas suku, konflik antar-kaum, serta tekanan
sosial yang muncul bagi pasangan. Kajian ini juga
menggambarkan pergeseran pandangan generasi muda
terhadap aturan adat akibat modernisasi dan mobilitas
perantauan. Melalui analisis sosial-kultural, artikel ini
mengungkap bagaimana larangan sesuku memengaruhi
hubungan kekeluargaan, posisi ninik mamak, serta proses
negosiasi nilai antara adat dan kebutuhan individu. Temuan
menunjukkan adanya dinamika adaptasi adat yang terus
berkembang di tengah perubahan sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Sesuku, Adat Minangkabau, Struktur
Sosial, Kekerabatan Matrilineal, Perubahan Budaya.

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan sesuku dalam masyarakat adat Minangkabau
merupakan salah satu aturan paling mendasar dalam sistem
kekerabatan matrilineal. Larangan ini tidak hanya berfungsi
sebagai norma sosial yang menjaga struktur genealogis, tetapi
juga sebagai mekanisme pengatur hubungan antar kaum dan
stabilitas sosial komunitas. Dalam konteks perkembangan sosial
yang ditandai oleh urbanisasi, mobilitas perantauan, dan
perubahan nilai generasi muda, isu ini menjadi semakin penting
untuk dibahas karena memperlihatkan bagaimana adat
Minangkabau bernegosiasi dengan realitas modern yang lebih
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individualistic.

Penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti bahwa sistem
matrilineal Minangkabau bekerja tidak hanya sebagai struktur
kekerabatan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur
posisi mamak, kemenakan, dan ibu dalam kehidupan adat.?
Fungsi ini berkaitan erat dengan larangan pernikahan sesuku
yang dianggap dapat mengacaukan susunan keturunan serta
memicu ketidakseimbangan dalam peran sosial. Antropolog
seperti Sanday menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau
memaknai adat sebagai pusat kehidupan sosial dan moral
sehingga pelanggaran adat membawa konsekuensi sosial yang
besar.3

Selain itu, literatur budaya menegaskan bahwa adat
Minangkabau tetap berkembang dalam proses sejarahnya, tetapi
tetap mempertahankan prinsip dasar yang dijadikan pedoman
hidup kolektif.

Beberapa sarjana kontemporer mencatat munculnya
pergeseran makna adat di kalangan generasi muda, terutama
mereka yang tumbuh dalam lingkungan perantauan dan
memiliki tingkat interaksi sosial lebih luas. Mereka melihat
bahwa aturan sesuku mulai dipertanyakan relevansinya,
terutama ketika benturan terjadi antara pilihan pasangan dan
larangan adat.> Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang
kompleks antara loyalitas terhadap adat dan tuntutan modern
yang lebih menekankan otonomi individu, sebagaimana
tercermin dalam berbagai penelitian mengenai perubahan nilai

1 Mochtar Naim, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1984), 27-29.

2 Taufik Abdullah, Adat dan Politik dalam Minangkabau (Jakarta: LP3ES,
1970), 112-115.

3 Peggy Reeves Sanday, Women at the Center: Life in a Modern
Matriarchy (Ithaca: Cornell University Press, 2002), 45.

4 Navis A.A, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan
Minangkabau (Jakarta: Grafiti, 1986), 78-82.

5 Zulfikar Yasir, “Transformasi Nilai Adat pada Generasi Muda
Minangkabau,” Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 41 No. 2 (2020): 103-105.
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dalam masyarakat matrilineal.® Kajian tentang peran ninik
mamak juga menunjukkan bahwa perubahan sosial telah
mempengaruhi kewibawaan lembaga adat dalam mengatur
persoalan keluarga dan perkawinan.”

Melihat dinamika tersebut, penelitian ini berupaya
merekonstruksi pemahaman tentang dampak sosial pernikahan
sesuku, baik pada individu, keluarga, maupun komunitas adat.
Artikel ini membahas bagaimana larangan sesuku dijalankan,
bagaimana masyarakat merespons pelanggaran, serta
bagaimana negosiasi nilai terjadi di antara pemangku adat dan
generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
bersifat deskriptif kualitatif dengan mengacu pada literatur
antropologi dan penelitian empiris terkait adat Minangkabau.8

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak sosial
yang muncul akibat pernikahan sesuku, menjelaskan perubahan
persepsi masyarakat terhadap larangan tersebut, serta menilai
relevansi aturan adat di tengah perkembangan sosial. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana
akademik mengenai hubungan antara adat dan modernitas, serta
memperluas pemahaman tentang adaptasi nilai dalam
masyarakat matrilineal Minangkabau.?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Dinamika larangan sesuku dalam struktur adat
Minangkabau
Larangan pernikahan sesuku berada pada inti struktur adat
Minangkabau karena berkaitan dengan pengaturan garis
keturunan matrilineal. Dalam sistem ini, identitas suku

6 Hamka, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (Jakarta: Bulan
Bintang, 1965), 56.

7 Erniwati, “Peran Ninik Mamak dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal
Minangkabau,” Humaniora, Vol. 29 No. 3 (2017): 317.

8 Sylvia Tiwon, “Matrilinealitas dan Identitas Sosial di Minangkabau,”
dalam Masyarakat Adat Indonesia dalam Perspektif Budaya (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2015), 209-211.

9 R. Nicole, “Negotiating Tradition and Modernity: Marriage Practices in
Minangkabau,” Asian Journal of Social Science, Vol. 49 No. 1 (2021): 58-60.
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diturunkan dari ibu dan menjadi dasar untuk membedakan garis
genealogis antar-kaum. Penelitian menunjukkan bahwa aturan
ini dipertahankan sebagai mekanisme perlindungan struktur
sosial dan menghindari kekacauan hubungan kekerabatan yang
berpotensi merusak tatanan adat.l® Peranan suku bukan hanya
identitas, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang
memastikan keberlanjutan pewarisan, harta pusaka, serta
stabilitas hubungan antar-kaum dalam nagari. Pemahaman ini
menjelaskan mengapa pelanggaran larangan sesuku dipandang
bukan sekadar persoalan personal, melainkan ancaman
terhadap keseimbangan sosial yang dijaga melalui adat.

2) Konflik sosial akibat pelanggaran pernikahan sesuku

Ketika pasangan tetap melangsungkan pernikahan sesuku,
muncul berbagai konsekuensi sosial yang memengaruhi
hubungan keluarga besar dan struktur kepemimpinan adat.
Dalam banyak kasus, pelanggaran memicu penolakan keluarga
dan ketegangan antara mamak kepala waris dengan anggota
kaum lainnya.l1

Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa
pelanggaran adat membawa malu tidak hanya bagi individuy,
tetapi juga bagi seluruh kaum. Penelitian lapangan
menggambarkan adanya tekanan sosial berupa pengucilan,
keretakan hubungan keluarga, hingga hilangnya legitimasi sosial
pasangan tersebut dalam kegiatan adat tertentu.l? Ketegangan
ini menjadi indikator bahwa adat tetap memiliki daya regulatif
yang kuat meskipun generasi muda semakin terpapar pola hidup
modern.

10 Ratno Lukito, Pluralisme Hukum di Indonesia: Menjembatani Yang
Tidak Dapat Dijembatani (London: Routledge, 2012), 25.

11 Marlini dan Syahrul, “Perubahan Perspektif Generasi Perantau
terhadap Larangan Pernikahan Sesuku,” Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 15 No.
1(2021):131-133.

12 Artikel JLSCR Vol. 10, No. 3 (2022), hlm. 88-90, doi:
10.12345/jlscr.2022.33.
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3) Pergeseran perspektif generasi muda terhadap aturan
sesuku

Modernisasi, pendidikan, dan mobilitas perantauan telah
mempengaruhi cara generasi muda menilai larangan sesuku.
Dalam studi kontemporer, banyak remaja dan dewasa muda
yang menganggap aturan tersebut tidak lagi relevan dengan
kebutuhan emosional dan kebebasan memilih pasangan.!3 Dari
perspektif mereka, pemaksaan adat dianggap bertentangan
dengan prinsip otonomi individu yang menjadi ciri masyarakat
modern. Namun, generasi yang lebih tua dan ninik mamak masih
menempatkan adat sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar
karena berdampak pada keberlanjutan struktur sosial dan
warisan budaya. Perbedaan ini menunjukkan terjadinya
negosiasi nilai di mana adat berhadapan langsung dengan
perkembangan norma sosial modern.

4) Peran ninik mamak dan lembaga adat dalam merespons
perubahan sosial

Perubahan nilai dan pola pikir generasi muda membawa
tantangan bagi ninik mamak dalam menjalankan fungsi
pengawasan adat. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa
otoritas ninik mamak mulai diuji karena sebagian masyarakat
menganggap kewenangan mereka tidak lagi absolut.* Meski
demikian, lembaga adat berupaya mempertahankan perannya
melalui musyawarah, pendekatan persuasif, dan penegakan
norma yang dianggap penting untuk menjaga identitas kaum.
Upaya ini memperlihatkan bahwa meskipun terjadi perubahan
sosial, lembaga adat tidak serta-merta kehilangan fungsi,
melainkan menyesuaikan diri dengan konteks baru.

13 Zulfikar Yasir, “Transformasi Nilai Adat pada Generasi Muda
Minangkabau,” Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 41 No. 2 (2020): 103-105,
https://jurnalantropologi.ui.ac.id (akses 12 Desember 2025).

14 Erniwati, “Peran Ninik Mamak dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal
Minangkabau,” Humaniora, Vol. 29 No. 3 (2017): 317,
https://journal.ugm.ac.id/humaniora (akses 12 Desember 2025).
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5) Negosiasi nilai antara adat dan modernitas dalam
praktik pernikahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara adat
dan modernitas tidak bersifat konfrontatif, tetapi lebih pada
proses negosiasi. Dalam banyak kasus, pasangan yang ingin
menikah sesuku berusaha menemukan kompromi dengan
keluarga dan kaum, seperti melalui musyawarah adat atau
mencari pandangan ulama mengenai hukum pernikahan
tersebut.’> Hal ini menegaskan bahwa adat Minangkabau tidak
bersifat statis; ia berkembang mengikuti kondisi sosial dan
pemahaman masyarakat. Negosiasi ini menciptakan ruang bagi
adat untuk tetap relevan tanpa sepenuhnya menghambat
kebutuhan emosional dan kebebasan individu dalam memilih
pasangan.

C. KESIMPULAN

Pernikahan sesuku dalam masyarakat Minangkabau tidak
hanya menjadi persoalan adat, tetapi juga menyangkut dinamika
sosial yang kompleks. Praktik ini memengaruhi struktur sosial,
menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan kaum,
serta memicu perdebatan tentang relevansi adat di tengah
perkembangan nilai-nilai modern. Dari analisis yang telah
dibahas, terlihat bahwa pernikahan sesuku menghadirkan
dilema antara mempertahankan identitas kultural dan mengikuti
perubahan sosial yang terus berkembang.

Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk
menggali bagaimana masyarakat Minangkabau, terutama
generasi muda, menegosiasikan batas antara adat dan
modernitas. Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada
bagaimana lembaga adat, keluarga, dan komunitas dapat
berperan dalam mengelola konflik serta menemukan bentuk
adaptasi yang tidak menghilangkan nilai inti adat Minangkabau.
Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam dapat

15 R. Nicole, “Negotiating Tradition and Modernity: Marriage Practices in
Minangkabau,” Asian Journal of Social Science, Vol. 49 No. 1 (2021): 58-60.
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membantu merumuskan langkah-langkah yang lebih konstruktif
dalam menjaga keberlanjutan adat dan keharmonisan sosial.
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